PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0565) 22209 — 22293 Fax. (0565) 22209

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 060/16 /TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007  tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator
kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b
tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 352) sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...



Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) .

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor S Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Sintang;

Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C,
tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan
Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun
2016-2021.

MEMUTUSKAN ...



MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten
Sintang wuntuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen;

Setiap Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal
dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi
tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja;

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang,
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang diberikan
tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Bidang
dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini
dan melaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sintang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan:

a. pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016-2021;

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan  diadakan = perbaikan dan
penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ~ Sintang
Pada tanggal 23 Oktober 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

=
Drs. HATTA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610425 198901 1 001

Yth. 1. Bupati Sintang
u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 060/ 16 /TAHUN 2017
TANGGAL : 23 Oktober 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KENERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok :  Melaksanakan Sebagian Kewenangan Otonomi Daerah Dibidang Perhubungan

3. Fungsi a. Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;

c. Pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Perhubungan;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;

Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;

®

f. Pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;

h. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;

i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;

j.- Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;

k. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;

l. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Visi :  Terwujudnya Transportasi Yang Handal dan Berdaya Saing

5. Misi : a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, tepat guna, dapat melayani seluruh wilayah dan
mencukupi kebutuhan masyarakat.
b. Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi
c. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur.



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Alasan/Kegunaan Sumber Data
1 2 3 4 5 6
1 |Tersedianya infrastruktur / sarana| 1) Jumlah infrastruktur transportasi yang Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas Kkinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
dan prasarana transportasi yang tersedia Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan infrastruktur|hasil Musrenbang
berkualitas transportasi secara kuantitas dan kualitas
2) Jumlah infrastruktur transportasi yang Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
terpelihara Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan infrastruktur|hasil Musrenbang
transportasi secara kuantitas dan kualitas
2 |Tersedianya infrastruktur / sarana| 3) Jumlah infrastruktur transportasi yang Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
dan prasarana transportasi yang tepat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan infrastruktur|hasil Musrenbang
guna secara kuantitas dan kualitas
3 |Meningkatnya akses masyarakat| 4) Jumlah infrastruktur transportasi di Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
terhadap infrastruktur transportasi kecamatan Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan infrastruktur|hasil Musrenbang
mencakup darat, sungai, dan udara secara kuantitas dan kualitas
4 [Menurunnya jumlah kejadian| 5) Jumlah kejadian kecelakaan Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Kinerja Instansi
kecelakaan transportasi transportasi Kabupaten Sintang daerah dalam mengurangi angka kecelakaan|Pemerintah
lalu lintas
5 |Tersedianya fasilitas perlengkapan| 6) Jumlah rambu-rambu lalu lintas Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
jalan dan sungai terpasang Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan fasilitas|hasil Musrenbang
kelengkapanjalan
7) Jumlah marka jalan terpasang Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan fasilitas|hasil Musrenbang
kelengkapanjalan
8) Jumlah pagar pengaman jalan terpasang Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan fasilitas|hasil Musrenbang
kelengkapanjalan
9) Jumlah rambu-rambu lalu lintas sungai Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
terpasang Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan fasilitas|hasil Musrenbang
kelengkapan sungai
11) Jumlah fasilitas perlengkapan jalan Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Keuangan dan
yang terpelihara Kabupaten Sintang daerah dalam penyediaan fasilitas|hasil Musrenbang
kelengkapan sungai
6 |Terpenuhinya standar Kkeselamatan|12) Jumlah kapal yang memiliki standar Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Kinerja Instansi

bagi angkutan umum dan kapal yang
beroperasi dalam Kabupaten Sintang

keselamatan

Kabupaten Sintang

daerah dalam meningkatkan keselamatan
berkendara di sungai

Pemerintah




No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Alasan/Kegunaan Sumber Data
1 2 3 4 5 6
7 |Meningkatnya kualitas pelayanan dan|13) Jumlah SDM teknis Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Kinerja Instansi
tersedianya SDM yang handal dan Kabupaten Sintang daerah dalam menyediakan SDM teknis yang|Pemerintah

berkualitas

profesional untuk memberikan
pelayanan prima dan tata kelola
pemerintahan yang baik

14) Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas Kkinerja pemerintah|Laporan Keuangan
yang tersedia Kabupaten Sintang daerah dalam menyediakan informasi
keuangan
15) Nilai  Laporan  Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Mengukur efektifitas kinerja pemerintah|Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang daerah  dalam  menyediakan laporan|Pemerintah
Kabupaten Sintang pelaksanaan pembangunan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

N

N\ \Drs.g’l‘TA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610425 198901 1 001




